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Konstitusionalitas Pemilu

• Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Kedaulatan berada di 
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 
***)

• Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Pemilihan umum 
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 
adil setiap lima tahun sekali.*** )

• Pasal 22E Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945: Pemilihan umum 
diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang 
bersifat nasional, tetap, dan mandiri. (***)





SURAT SUARA TIDAK SAH PEMILU 2019

Jenis Surat Suara Tidak Sah Jumlah %

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 3.754.905 2,38%

Pemilu DPD 29.710.175 19,02%

Pemilu DPR 17.503.953 11, 12%

Jenis Surat Suara Tidak Sah
Provinsi Jawa Barat Provinsi Lampung

Jumlah % Jumlah %

Pemilu Presiden 648.065 2,3 86.311 1,8

Pemilu DPR 2.970.984 10,8 544.007 11,2

Pemilu DPRD Provinsi 3.659.012 15,4 562.619 12,7
Diolah dari Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara DC.1 Pemilu Presiden, Pemilu DPR, dan Pemilu DPRD di Provinsi Jawa

Barat dan Provinsi Lampung

Diperoleh dari inforgrafis yang dipublikasi oleh KPU pada rapat pleno rekapitulasi perolehan suara nasional Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, DPR, dan DPD, Selasa, 21 Mei 2019
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Lokal



2024: Tahun Politik yang Sibuk dan Penuh Hiruk Pikuk

• Tidak ada perubahan UU Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017) maupun UU 
Pilkada.

• Pemilu beririsan tahapan dengan penyelenggaraan pilkada serentak
nasional 2024 menambah beban dan kompleksitas teknis.

• Pemilu serentak satu hari terbesar di dunia (the biggest one-day election 
in the world).

• Pemilu dengan sistem pemilu paling rumit di dunia (the most complex 
election in the world).

• Tanpa petahana pilpres yang meningkatkan tensi kompetisi.

• Di tengah kecenderungan meningkatnya misinformasi dan disinformasi
pemilu.

→ Perlu keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Partisipasi
masyarakat merupakan suatu keniscayaan, sangat krusial, dan strategis.



Tantangan Pemilu Indonesia

• Membuat pemilu lebih sederhana, mudah, dan bermakna.

• Memastikan pemilih mendapatkan informasi yang benar terkait tata cara
pemilihan dan profil peserta pemilu.

• Membuat pemilih paham dan bisa memberikan suara sesuai ketentuan suara
sah (valid votes).

• Pemilih tidak menjadi korban penyesatan informasi (misinformasi dan 
disinformasi).

• Menghitung suara sesuai apa yang menjadi kehendak pemilih (menjaga
kemurnian suara pemilih).

→ Perlu keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Partisipasi masyarakat
merupakan suatu keniscayaan, sangat krusial, dan strategis.















Kontribusi Keterbukaan Open Data Pemilu: 
Terwujudnya Pemilu Demokratis
• Memicu partisipasi dan keterlibatan bermakna masyarakat dalam penyelenggaraan

pemilu.

• Mendorong penyelenggara pemilu untuk terus meningkatkan akuntabilitas kerja dan 
kinerjanya.

• Memperkuat upaya mewujudkan keterpilihan figur kandidat yang memiliki rekam jejak
baik dan visi misi yang jelas.

• Masyarakat akan mengawal suaranya sehingga kedaulatan rakyat terjaga sesuai apa yang 
menjadi amanat Konstitusi.

• Penyelenggara pemilu akan terus berusaha bekerja sesuai koridor penyelenggara pemilu
yang profesional, kredibel, dan mandiri.

• Mendorong inovasi berkelanjutan yang berkontribusi bagi pengembangan terus menerus
kualitas tata kelola dan hasil pemilu. 

• Pemilu menjadi milik bersama, dirasakan manfaatnya, dan menumbuhkan komitmen
rakyat untuk menjaganya, sehingga tidak mudah dimanipulasi elite/oknum.


